LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI

B I D A N G 

 PERINDUSTRIAN,  PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, 
BUMN, INVESTASI DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

=======================================================
	Tahun Sidang
	:
	2007-2008

	Masa Persidangan
	:
	III

	Jenis Rapat
	:
	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI (RAKER ke-1)

	D e n g a n
	:
	Menteri Negara BUMN Republik Indonesia

	Sifat Rapat
	:
	Terbuka

	Rapat ke
	:
	3

	Hari/Tanggal
	:
	Senin, 21 Januari 2008

	W a k t u
	:
	Pukul 10.00 s/d 17.25 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

	Ketua Rapat 
	:
	H. Totok Daryanto, SE.  


	Sekretaris Rapat
	:
	Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI DPR RI)

	A c a r a
	:
	1. Pengantar Ketua Rapat;

2. Membahas masalah Privatisasi BUMN;

3. Klarifikasi terhadap peruntukan dan keberatan Laba Deviden;

4. Membahas masalah Penyaluran dana-dana BUMN (Dana PKBL) yang masih dikelola oleh BUMN;

5. Lain-lain. 

	Hadir Pemerintah
	:
	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

	Anggota Hadir
	:
	42 dari 51 orang Anggota Komisi VI DPR RI


KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia dibuka pada pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Kerja kali ini adalah membicarakan masalah  Privatisasi BUMN, Klarifikasi terhadap peruntukan dan keberatan Laba Deviden, Membahas masalah Penyaluran dana-dana BUMN (Dana PKBL) yang masih dikelola oleh BUMN, dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Negara BUMN Republik Indonesia untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. 
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Negara BUMN Republik Indonesia.  
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
Setelah membaca, mengkaji, mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI, dan tanggapan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  :

1. Dalam melakukan Privatisasi BUMN, Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri Negara BUMN agar mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), khusus mengenai konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilakukan dengan Komisi yang menjadi pasangan kerja Menteri Negara BUMN sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

2. Berkaitan dengan arah kebijakan Program Privatisasi BUMN sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero); Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN memperhatikan kondisi BUMN khususnya terhadap kinerja BUMN yang akan diprivatisasi. Privatisasi yang dilakukan hendaknya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan dan bukan untuk memenuhi kekurangan defisit APBN.  

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN agar mensinergiskan program kerja antar BUMN untuk meningkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect bagi  perekonomian negara sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM, khususnya Bab 21 tentang  Peningkatan  Pengelolaan BUMN. 

4. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya alam. Khusus kepada Kementerian Negara BUMN, Komisi VI DPR RI meminta agar dilakukan konsolidasi antar BUMN yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dengan memperhatikan semakin berkembangnya investor swasta yang menguasai bidang publik seperti penguasaan Kuasa Pertambangan (KP) di bidang Pertambangan dan tanah di perkebunan. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Negara BUMN agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BUMN dengan tahapan waktu yang jelas.

5. Berkaitan dengan persoalan penyelesaian PT. AAF, Komisi VI DPR RI akan membahas bersama Pemerintah Cq. Kementerian Negara BUMN di dalam Rapat Panja PT. AAF.

III. PENUTUP

-
Rapat Kerja ditutup pada pukul 17.25 WIB

	                                                               Jakarta, 21 Januari 2008.
                                                               PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

                                                              KETUA RAPAT,

                                                             H. TOTOK DARYANTO, SE.
                                                            NO.A-166


KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI

D E N G A N

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

REPUBLIK INDONESIA

PADA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2007-2008

Senin, 21 Januari 2008 (Pukul 10.00 WIB)


Setelah membaca, mengkaji, mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI, dan tanggapan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  :

1. Dalam melakukan Privatisasi BUMN, Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri Negara BUMN agar mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), khusus mengenai konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilakukan dengan Komisi yang menjadi pasangan kerja Menteri Negara BUMN sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

2. Berkaitan dengan arah kebijakan Program Privatisasi BUMN sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero); Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN memperhatikan kondisi BUMN khususnya terhadap kinerja BUMN yang akan diprivatisasi. Privatisasi yang dilakukan hendaknya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan dan bukan untuk memenuhi kekurangan defisit APBN.  

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN agar mensinergiskan program kerja antar BUMN untuk meningkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect bagi  perekonomian negara sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM, khususnya Bab 21 tentang  Peningkatan  Pengelolaan BUMN. 

4. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya alam. Khusus kepada Kementerian Negara BUMN, Komisi VI DPR RI meminta agar dilakukan konsolidasi antar BUMN yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dengan memperhatikan semakin berkembangnya investor swasta yang menguasai bidang publik seperti penguasaan Kuasa Pertambangan (KP) di bidang Pertambangan dan tanah di perkebunan. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Negara BUMN agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BUMN dengan tahapan waktu yang jelas.
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5. Berkaitan dengan persoalan penyelesaian PT. AAF, Komisi VI DPR RI akan membahas bersama Pemerintah Cq. Kementerian Negara BUMN di dalam Rapat Panja PT. AAF.

                                                                         Jakarta, 21 Januari 2008.
          MENTERI NEGARA BUMN              PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
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